BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan penulis sebagai berikut:

1. Apoteker
Apoteker dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha jasa profesional
karena Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan
mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Hal ini tertulis dalam Pasal 1
Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian. Profesi apoteker merupakan profesi yang
menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki sertifikat
kompetensi profesi. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 37 Peraturan
Pemerintah  Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian.Apoteker juga merupakan orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan, maka ini apoteker juga merupakan
pelaku usaha jasa sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen.

2. Konsumen
Konsumen dapat diklasifikasikan sebagai konsumen dalam UUPK
karena memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2
UUPK, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan. Konsumen dapat memakai jasa apoteker dalam
bentuk pelayanan resep, promosi dan edukasi, dan pelayanan

residensial.

60



3. Penyelesaian Sengketa
Konsumen sebagai konsumen atas jasa yang diberikan oleh apoteker
tentu dilindungi UUPK. Konsumen yang dirugikan tidak hanya dapat
menggugat apoteker, tetapi semua yamg dinyatakan oleh UUPK
sebagai pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada pasien
selaku konsumen kesehatan. Pelaku usaha akan membayar ganti rugi
kepada konsumen yang mengalami kerugian jika ia tidak dapat
membuktikan bahwa ia tidak melakukan suatu kesalahan. Namun,
konsumen yang dirugikan tidak akan mendapat ganti rugi sedikitpun
jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang

ditimbulkan bukan merupakan kesalahannya.

Setiap apoteker dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk
memenuhi standar profesi pada umumnya maupun standar profesi
mediknya. Pelanggaran hukum dan etika berkonsekuensi pada
pemberian sanksi yang dijalankannya. Untuk lebih jelasnya maka
dalam Pasal 19 UUPK diatur secara tegas mengenai tanggung jawab
pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen.

Peran organisasi profesi lkatan Apoteker Indonesia (IAl) dan Dinas
Kesehatan melakukan koordinasi dan berupaya untuk dapat
mewujudkan tenaga kesehatan yang profesional agar dapat melayani
masyarakat dengan baik. Pembinaan dan penerapan sanksi organisasi
dilakukan oleh 1Al.Pembinaan yang dilakukan 1Al dengan
mengadakan pelatihan dalam pengetahuan dan atau keterampilan
dengan melalui seminar wajib yang harus diikuti apoteker demi
meningkatkan  kompetensinya dalam pelayanan  kefarmasian
menghindari kejadian kesalahan pengobatan (medication error).Dalam
pemberian sanksi dilakukan oleh Majelis Etik dan Disiplin akan

memberikan sanksi berdasarkan aturan dalam organisasi profesi 1Al.
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2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah Penulis jabarkan
sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa berbagai permasalahan yang ada
harus diselesaikan oleh apoteker itu sendiri dengan cara seluruh organisasi
apoteker yang ada berunding bersama dan membuat standar pelayanan
kefarmasian dalam berbagai macam bidang jasa pelayanan kefarmasian.

BPSK juga sebaiknya mensosialisasikan bahwa konsumen yang merasa
dirugikan dapat mengajukan sengketa ke BPSK. Hal ini untuk mengatasi
masalah tidak adanya sengketa yang diajukan konsumen ke BPSK karena
ketidaktahuan. Dengan melakukan sosialisasi, diharapkan konsumen
mengerti bahwa terdapat opsi selain pengadilan yang dapat dipilih untuk

mengajukan sengketa konsumen.
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